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ABSTRAK

IMAM HIDAYAT (B011201321). “SIGAJANG LALENG LIPA ASIMILASI
NILAI BUDAYA LOKAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
MODERN NON LITIGASI”. Dibimbing oleh Suci Wahyuni sebagai
Pembimbing.

Sigajang laleng lipa’ sebagai forum penyelesaian sengketa masyarakat
Bugis masa lampau, mengandung nilai-nilai positif yang dapat
diasimilasikan untuk memperbaiki permasalahan non litigasi saat ini,
khususnya mediasi dengan tingkat kegagalan mencapai 94%. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan hakikat dari nilai positif
sigajang laleng lipa’ serta menggambarkan tudang madeceng sebagai
konsep baru guna memperbaiki problematika penyelesaian sengketa non
litigasi saat ini. Penelitian ini adalah penelitian non emprik yang berbasis
pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Pengumpulan data
dilakukan melalui literature review dan interview. Hasil penelitian
menunjukan bahwa bentuk dan hakikat sigajang laleng lipa’ sebagai forum
akhir yang dipilih para pihak dalam menyelesaikan dan mengakhiri
sengketanya. Selain itu, dalam sigajang laleng lipa’ mengandung nilai-nilai
positif meliputi nilai siri’, agettengeng, awaraningeng, alempureng dan
musyawarah. Nilai-nilai tersebut kemudian diasimilasikan ke dalam
penyelesaian sengketa modern non litigasi yang diistilahkan dengan tudang
madeceng. Sebagai kesimpulan, konsep tudang madeceng ini diharapkan
mampu menjadi forum penyelesaian baru dalam sengketa di masyarakat

Kata-kata kunci: non litigasi, penyelesaian sengketa, sigajang, Siri’
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ABSTRACT

IMAM HIDAYAT “(B011201321)." ASSIMILATION OF LOCAL CULTURAL
VALUES TOWARDS MODERN NON-LITIGATION DISPUTE
RESOLUTION ". Supervised by Suci Wahyuni as Supervisor.

Sigajang laleng lipa' as a dispute resolution forum for the Bugis community
in the past, contains positive values that can be assimilated to improve
current non-litigation problems, especially mediation with a failure rate of
94%. The purpose of this study is to determine the form and nature of the
positive value of sigajang laleng lipa' and to describe tudang madeceng as
a new concept to improve the current problems of non-litigation dispute
resolution. The type of research used was non-empric research based on
a conceptual approach and a historical approach. Data was collected
through literature review and interviews. The results show that the form and
nature of sigajang laleng lipa' as the final forum which is choosen as dispute
resolution. In addition, sigajang laeng lipa’ containts positive values such
as siri’, aggatengeng, awaraningeng, alempureng and deliberation. These
values are then assimilated into modern non-litigation dispute resolution
with the term tudang madeceng. In conclusion, Tudang Madeceng is
expected to be able to become a new way for resolving disputes in the
community because it is full of values that alive within the community.

Key words: non litigation, dispute resolution, sigajang, siri’
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbandingan konsep tujuan hukum masyarakat timur dan barat memiliki
sebuah perbedaan. tujuan hukum timur bukanlah keadilan, kepastian dan
kemanfaatan dalam perspektif barat, melainkan adalah hubungan harmonis dan
perdamaian (Ali Achmad, 2009). Tujuan ini dipersonifikasikan dalam bentuk
penyelesaian sengketanya yakni melalui sistem musyawarah dengan hasil
penyelesaian saling menguntungkan (win-win solution). Berbeda dengan
masyarakat barat yang bersifat litigatif sehingga penyelesaian perkara dilakukan
melalui persidangan dan menjunjung kehormatan putusan hakim yang outputnya
adalah menang kalah (Paserangi Hasbir, 2021). tujuan hukum masyarakat yang
harmonis ini kian terdegradasi dengan masuknya bentuk penyelesaian litigasi yang
dibawa oleh bangsa eropa ke Indonesia (asas konkordansi). Akibatnya dalam
penyelesaian perkara di pengadilan, meskipun putusan pengadilan telah inkrah di
luar pengadilan kedua belah pihak masih saja berperkara. Pengadilan saat ini telah
memberikan pelayanan penyelesaian non litigasi yaitu mediasi. Namun masih
terdapat kekurangan di dalamnya mulai dari tidak adanya itikad baik untuk
menyelesaikan perkara ditambah hakim yang menjadi mediator bersifat pasif.

Di sisi lain, dalam kehidupan masyarakat Bugis di masa lampau diterapkan
sigajang laleng lipa atau tradisi saling tikam menggunakan badik di dalam sarung
sebagai solusi akhir dalam penyelesaian sengketa ketika tidak menemukan kata
mufakat oleh kedua belah pihak. Perlu diperhatikan bahwasanya apabila dilihat
secara sepintas, sigajang laleng lipa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap
Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, dalam tataran filosofisnya terkandung banyak
nilai positif didalamnya yang kini kian terdegradasi oleh zaman termasuk dalam
penyelesaian sengketa saat ini. Inilah kemudian yang menjadi latar belakang untuk
melakukan penelitian, yaitu untuk mengetahui problematika dalam sistem
penyelesaian sengketa non-litigasi saat ini yang belum memberikan rasa keadilan
dan kedamaian bagi pihak yang bersengketa.

Setelah mengetahui problematika yang terjadi, perlu juga diketahui nilai-
nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi sigajang laleng lipa’ untuk kemudian
dihadirkan sebuah solusi sebagai tujuan penelitian yaitu untuk mentransformasikan
nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (/iving law) sebagai instrumen penyelesaian
sengketa non-litigasi untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang ada dalam
penyelesaian sengketa non-litigasi saat ini. Nilai yang ditransformasikan adalah
nilai-nilai positif yang ada dalam tradisi Sigajang laleng lipa’. Peresapan nilai
budaya adalah solusi terhadap realitas hukum saat ini, ini selaras dengan yang
diungkapkan oleh car!/ von savigny, bahwa hukum harus selaras dengan masyarakat
sebab hukum merupakan penjelmaan atau manifestasi dari jiwa rakyat atau bangsa.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of The Art

Penelitian terdahulu tentang sigajang laleng lipa dilakukan oleh Erni, Siti
Badriah dkk dalam buku Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis
Moralitas (Mahasiswa Jurnalistik Islam, IAIN Parepare Nusantara Press, April
2020, hlm. 158-160). Buku ini memuat rangkaian tulisan terkait budaya suku dan
masyarakat Sulawesi Selatan yang masih dijumpai pada berbagai acara-acara
perkawinan suku Bugis-Makassar, acara adat masyarakat adat Tana Toraja dan lain
lain yang sering diadakan pada upacara-upacara keluarga ataupun upacara resmi
pemerintah setempat. Dalam buku ini terdapat pula gambaran singkat terkait
budaya sigajang laleng lipa.

Selanjutnya budaya sigajang laleng lipa telah dibahas pula oleh Absori, et.al
dalam buku Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan
(Cetakan Pertama, Ruas Media: Yogyakarta, 2018, hlm. 172-173). Buku ini
merupakan kumpulan tulisan yang diharapkan menjadi gagasan dalam
pengembangan keilmuan dan penegakan hukum di Indonesia. Terkait budaya
sigajang laleng lipa ditulis oleh Aries Isnandar dengan judul tulisan Integrasi Proses
Sosiologis Yuridis Berbasis Transendental Dalam Masyarakat Sebagai Alternatif
Penyelesaian Proses Pidana (Koreksi Terhadap Positivistik). Telaah tulisan tersebut
bertujuan untuk mengetahui proses sosiologis yuridis dalam masyarakat tradisional
menyelesaikan permasalahannya untuk menggali kekayaan bangsa Indonesia yang
sebenarnya dapat dipelihara, yaitu sumber aturan yang sudah membumi walaupun
sudah teruji dengan masuknya penjajah dari Belanda selama tiga setengah abad
kemudian dilanjutkan jepang di Indonesia.

Dalam tulisan sebelumnya hanya memberikan gambaran singkat dan umum
terkait bentuk sigajang laleng lipa, sehingga tidak dapat ditemukan urgensi dari
pengungkapan budaya tersebut. Karena jika melihat secara sekilas bentuk tarung
sarung tersebut akan memberikan kecenderungan yang bersifat negatif. Padahal
terdapat filosofi dan hakikat nilai-nilai positif yang terkandung didalamnya. Inilah
kiranya tatanan nilai yang dianalisis lebih jauh dalam riset ini dan mengasimilasinya
dalam penyelesaian sengketa non litigasi saat ini.

2.2 Gambaran Umum Nilai Sigajang Laleng Lipa’ dan Nilai dalam
Masyarakat Bugis

Sigajang laleng lipa adalah salah satu ritual penting pada masyarakat bugis
yang keberadaannya hampir hilang ditelan zaman. Ritual ini dilakukan dengan
menyatukan dua pria di dalam sebuah sarung. Kedua pria nantinya akan saling
bertarung dan adu kekuatan hingga kedua-duanya sama-sama mati atau sama-sama
hidup atau salah satunya yang mati. Sigajang laleng lipa sendiri dianggap sebagai
cara terakhir apabila tidak mencapai kata damai dalam sebuah musyawarah untuk
menyelesaikan masalah. Konon, tradisi ini berasal dari sifat masyarakat bugis yang
menjunjung tinggi rasa malu, atau yang dalam bahasa bugisnya disebut siri’ (Erni,
2020:156-160).



Dalam konteks masyarakat Bugis Ade’ atau adat merupakan konsep kunci
kebudayaan Bugis yang memiliki fungsi dan peranan yang menempatkan persoalan
manusia sentral (Rahim, 2011:118). Andi Zainal Abidin Farid mengutip dari
Lontara, mengemukakan peranan adat ialah sebagai perbuatan yang pantas
dilakukan dan kita lakukan; kata yang patut dikatakan dan kita katakan. Adat
mengajarkan tentang ketaatan, kejujuran, keadilan, kebenaran, sedangkan
tujuannya ialah kemaslahatan (Rahim, 2011: 68). Mattulada mengkaji dan
mengangkat lontara’ Latoa (Nenek Moyang) sebagai disertasinya, menjelaskan
bahwa keseluruhan sistem norma dan aturan adat Bugis Makassar tersebut disebut
Pangadereng (sistem adat-istiadat/ adat normatif). Sistem Pangadereng ini terdiri
atas lima unsur pokok yang terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan organis
dalam alam pikiran masyarakat Bugis Makassar, yang memberi dasar sentimen
kewarga masyarakat dan rasa harga diri. Nilai sistem Pangadereng ini semua
dilandasi nilai Siri’ (Faisal, 2020: 73).

Menurut Tasrifin Tahara, bahwa tidak ada nilai yang mati. Nilai-nilai itu
selalu hidup hanya saja terdegradasi. Misalnya nilai siri’, bahwa sampai kapanpun
tiap orang akan memiliki rasa malu (Wawancara tanggal 9 Juni 2021). Kaitannya
dengan hal tersebut, dapat penulis ungkapkan bahwa jikalau suatu budaya telah
hilang atau keberadaannya samar-samar, tetapi bukan berarti budaya itu harus
diabaikan, karena esensi terpentingnya adalah tentang hakikat nilai-nilai kultural
yang tampak dalam budaya itu yang tentunya merupakan ruh dari masyarakat dan
harus diwariskan.

2.3 Konsep Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dan Problematikanya

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar
pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan penyelesaian tersebut dapat
digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, sebab fokus pada upaya
yang mewujudkan permufakatan kedua belah pihak yang bersengketa, proses
penyelesaian sengketa pun diharapkan dengan proses singkat tapi memenuhi
kepastian dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian
sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat
“win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan
yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah
secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. (Tuti,
2011:49-65).

Meskipun demikian, tampaknya realita tak sejalan dengan yang diharapkan.
Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa secara non litigasi masih memiliki
beragam hambatan dan hasilnya banyak yang tidak dapat menyelesaikan sengketa
para pihak. dilansir dari website resmi mahkamah agung RI, bahwasanya sepanjang
tahun 2017-2019 keberhasilan proses mediasi di pengadilan hanya sebesar 6% dan
kegagalannya adalah 94%. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.
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Adapun penyebab kegagalan tersebut berdasarkan kajian pustaka dan hasil
wawancara adalah mediator yang tidak berkompeten dan dianggap kurang
berwibawa atau tidak dipercaya oleh para pihak. Permasalahan mendasar lainnya
adalah tidak adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah karena
dalam prosesnya timbul konflik penuh emosi dan harga diri. Di samping itu,
mediasi yang dilakukan yang tidak terpisahkan dengan pengadilan sehingga muncul
prinsip masyarakat, yaitu “Takkalla” atau dalam bahasa Indonesia diartikan
terlanjur atau sudah terlanjur. Yang dimaksud adalah para pihak yang bersengketa
beranggapan bahwa mediasi yang dilakukan sebelum proses persidangan adalah
bagian tak terpisahkan dari penyelesaian secara litigasi. Dalam artian bahwa,
mereka tidak berpikir bahwa jika mediasi berhasil maka perkara tidak akan
berlanjut dalam persidangan. Sehingga, dari prinsip inilah yang mengakibatkan
tidak berhasil diperoleh penyelesain melalui mediasi akhirnya berujung peradilan.
2.4 Efektifitas Hukum dan Kaitannya dalam Konteks Kebudayaan

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau
melahirkan keadaan yang dikehendaki oleh hukum. Teori efektivitas hukum
menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan
oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor
sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling
berkaitan satu sama lainnya, karena merupakan esensi penegakan hukum, serta
tolok ukur efektivitas penegakan hukum (Dedihasriadi, 2020:142-152).

Berfungsinya hukum secara efektif, juga dikemukakan oleh Eugen Ehrlich,
bahwa kemajuan sebuah hukum tidak hanya berada pada peraturan yang sifatnya
tertulis maupun yurisprudensi pengadilan maupun dalam buku tentang ilmu hukum,
melainkan pada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya
bahwa nilai hukum akan jauh lebih berwibawa dan ditaati jika mengakomodir
komponen nilai-nilai jiwa bangsa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
(volkgeist). Oleh karena itu, negara wajib merespon kebutuhan nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat untuk dituangkan dalam peraturan sehingga penegakan
hukum sesuai dengan spirit dan harapan jiwa masyarakat (Novita, 2017:1-12)



Hal ini, sejalan dengan pandangan L.M. Friedman yang mengatakan bahwa
berjalan atau tidaknya proses penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga
komponen hukum yaitu substansi hukum (materi tentang peraturan perundang-
undangan), struktur hukum (para penegak hukum), dan budaya hukum (kesadaran
masyarakat) ketiga komponen tersebut dalam sistem hukum ini merupakan satu
kesatuan yang saling mempengaruhi. Dalam komponen ini, jika sebuah peraturan
perundang undangan yang dibuat dan dirumuskan berdasarkan pancasila sebagai
volkgeist, cenderung tidak memiliki ,,nilai* yang sempurna dalam implementasinya
sekalipun undang-undang tersebut memuat sanksi yang ,,berat™ dan ditopang oleh
banyak lembaga-lembaga hukum, jika didukung oleh penegakan hukum (law
enforcement) yang tidak memiliki kemampuan menggali dan memahami pancasila
sebagai (volkgeist). Tentu seiring itu, budaya hukum tidak akan tercipta secara
sistematis mentaati hukum jika komponen substansi hukum dan komponen struktur
hukum tidak dilandasi semangat implementasinya berdasarkan pancasila
(Dedihasriadi, 2020: 147).

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang
menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya
juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk
memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada
kebiasaan-kebiasaan (customs), kultur (culture), tradisi tradisi (traditions), dan
norma-norma informal (informal norms) yang diciptakan dan dioperasionalkan
dalam masyarakat yang bersangkutan (Tuti, 2017: 7).

Maka, dari hal tersebut menjadi relevan jika kemudian nilai-nilai yang ada
dalam kebudayaan sigajang laleng lipa diasimilasikan kedalam proses penyelesaian
sengketa modern non litigasi yang ada saat ini, dengan harapan bahwa akan
memberikan solusi terhadap problem penyelesaian sengketa yang ada saat ini.
Maka, sebagaimana diungkapkan I Dewa Made Shuarta, bahwa tidaklah berlebihan
dalam usaha untuk menegaskan Kembali fungsi hukum, perlu diperhatikan nilai-
nilai sosial, faktor struktural, dan aspek budaya masyarakat secara menyeluruh
(Suartha, 2015: 5). Senada dengan hal tersebut, Mochtar Kusumaatmadja
mendalilkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai-nilai yang
dianut oleh suatu masyarakat (Suparman, 2018: 79).

BAB 3. METODE RISET
3.1 Pengumpulan Data
Dengan menggunakan metode penelitian non-empirik dan menggunakan

pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical
approach). Pengumpulan data yang digunakan secara garis besar terdiri atas 2 (dua),
yakni:

1. Literature review

Literature review dilaksanakan dengan 80% daring dan 20% luring.
Pelaksanaan dengan daring tersebut dengan mencari bahan-bahan bacaan online



